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KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/ 35 /KUM/2026
TENTANG

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan
keterjangkauan pelayanan publik, diperlukan
pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan
terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komonikasi;

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan, pengelolaan,
pengkoordinasian dan pengembangan Mal Pelayanan
Publik Digital agar berjalan secara optimal, terarah, dan
berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pengelola Mal
Pelayanan Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal
Pelayanan Publik Digital;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun



10.

-2 -

2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6557);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
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Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3) sebagaimanan telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun
2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan dan memproses pelayanan melalui Mal
Pelayanan Publik Digital,

menerima dan memproses pengaduan Mal Pelayanan
Publik Digital,

monitoring dan mengendalikan Mal Pelayanan Publik
Digital;

melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan Mal
Pelayanan Publik Digital;

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Mal
Pelayanan Publik Digital; dan

melakukan evaluasi secara berkala.
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KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Hulu
Sungai Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Januari 2026
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:
Anggota Tim yang bersangkutan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 35 /KUM/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK
DIGITAL
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM
1. | Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah
2. | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pengarah
4 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penanggung
" | Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan jawab
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengelola
S Kabupaten Hulu Sungai Selatan Layanan
p g Kependudukan
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Pengelola
6. | dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Layanan Izin
Selatan Kesehatan
7 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan | Pengelola Sistem
" | Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Aplikasi
Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas
8. | Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretaris
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Pengelola
9. | Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sertifikat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Elektronik
Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan,
. Pengelola Akun
10. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
. SISDMK
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
11 Pranata Komputer Dinas Kependudukan dan | Admin Database
" | Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kependudukan
Analis Kebijakan Ahli Muda Subkon Data, Informasi Penselola
dan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal &
12. . Pengaduan
Pelatyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu
. MPPD
Sungai Selatan
Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal .
. Verifikator
13. | dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu
. MPPD
Sungai Selatan
Pengelola Data dan Informasi Dinas Penanaman
14. | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten | Admin MPPD

Hulu Sungai Selatan
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KEDUDUKAN

NO JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM
Pranata Komputer Dinas Penanaman Modal dan

15. | Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu| Admin MPPD

Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




